
 
 
 



 
 
 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2023 

 
 

 
 
 

 

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 
PENANGGUN

G JAWAB 
TARGET SUMBER DATA 

1. Terwujudnya 
Peradilan yang 
Pasti, Transparan 
dan Akuntabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Presentase perkara 
yang diselesaikan tepat 
waktu. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥100% 

 
20

20
𝑥100% = 100% 

 
Catatan: 

 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 

tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat 

pertama dan tingkat banding pada 4(Empat Lingkungan 

Peradilan) 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan 

informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 

perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara 

yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada 

tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada 

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5(Lima) Bulan. 

 Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, 

tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 

 

Panitera 90% Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 



 
 
 

b. Presentase perkara 

yang tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding dan 

Kasasi 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
× 100% 

 
7

20
𝑥100% = 35% 

 
Catatan: 
 
• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun 

berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan 

kasasi 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut 

pada tahun berjalan. 

Panitera 50% Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

c. Index persepsi 

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan:  
 
• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik 

• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal 

IKM Index harus ≥ 80 

Panitera 90% Laporan 
Triwulan 

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan  

TRIWULAN I   : 3,90 (97,50) 
TRIWULAN II  : 3,76 (94,00) 
TRIWULAN III : 3,79 (94,75) 
TRIWULAN IV : 3,77 (94,25) 



 
 
 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Presentase salinan 
putusan yang 
disampaikan kepada 
para pihak tepat waktu. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛
× 100% 

20

20
× 100% = 100% 

 
Catatan: 
 

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian 

salinan dan petikan putusan 

 Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu 

adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada 

para pihak sesuai dengan ketentuan 

 Jumlah putusan adalah jumah putusan yang sudah 

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 

Panitera 100% Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 
 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan. 

a. Presentase perkara 

prodeo yang 
diselesaikan. 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜
× 100% 

 
1

1
𝑥100% = 100% 

 
Catatan: 
 

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 
di Pengadilan 

 Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 
tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah 
pembebasam biaya perkara. 

 Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses 
penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. 

Panitera 100% Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 



 
 
 

  

b. Presentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum). 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚
× 100% 

 
96

96
× 100% = 100% 

 
Catatan: 
 

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu 
di Pengadilan. 

 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok 
orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak 
memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang 
memerlukan layanan hokum. 

 Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan 
yang terdaftar pada register posbakum. 

 Bagi Satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak 
perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan. 

Panitera 100% Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 












